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Abstract 

 

 

 

 

 The urgency of the House of Representatives of the Republic of Indonesia 
(DPR RI) as a legislative body in the Indonesian constitutional system. Using 
a normative juridical approach and literature study, this study shows that the 
House of Representatives of the Republic of Indonesia is not just a formal 
representative institution, but a fundamental pillar in realizing constitutional 
democracy, people's sovereignty, and good governance. Through the 
functions of legislation, budget, and supervision, the House of Representatives 
plays a strategic role in maintaining the balance of power, ensuring 
government accountability, and translating people's aspirations into public 
policy. Contemporary challenges such as the degradation of public trust, the 
politicization of laws and regulations, and the dynamics of representation 
emphasize the need to strengthen the integrity, transparency, and institutional 
capacity of the House of Representatives. In conclusion, the existence of the 
House of Representatives of the Republic of Indonesia is urgent and 
inseparable from the survival of the nation and state that is democratic, 
constitutional, and just. 
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1. PENDAHULUAN 

Negara Republik Indonesia didirikan di atas fondasi filosofis dan konstitusional yang 

menempatkan kedaulatan rakyat sebagai prinsip tertinggi dalam penyelenggaraan kehidupan 

berbangsa dan bernegara. Prinsip ini ditegaskan secara eksplisit dalam Pembukaan Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa kemerdekaan ialah hak segala 

bangsa dan oleh sebab itu penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, sesuai dengan prinsip 

kemanusiaan yang adil dan beradab.(Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 

n.d.) Lebih jauh, Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan 

rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.(Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 1945) 
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Pernyataan konstitusional ini bukan sekadar deklarasi simbolis, melainkan mandat struktural 

yang mengharuskan adanya mekanisme perwakilan yang legitimate, akuntabel, dan berfungsi optimal 

dalam menerjemahkan kehendak kolektif ke dalam kebijakan publik. Dalam kerangka tersebut, Dewan 

Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menempati posisi sentral sebagai lembaga legislatif 

yang dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum, sekaligus mitra sejajar pemerintah 

dalam pembentukan undang-undang dan pengawas pelaksanaan pemerintahan.(Pasal 1 Ayat (2) 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 1945) Keberadaan DPR RI tidak dapat 

dipisahkan dari cita-cita negara hukum (rechtsstaat) dan demokrasi konstitusional, di mana kekuasaan 

tidak boleh bersifat absolut melainkan harus dibingkai oleh aturan yang transparan, dapat 

dipertanggungjawabkan, dan berorientasi pada keadilan sosial bagi seluruh rakyat 

Indonesia.(Asshiddiqie, 2011) 

Secara historis, perjalanan kelembagaan DPR RI mengalami dinamika yang kompleks dan 

seringkali berfluktuasi sejalan dengan perubahan rezim politik dan konstitusi Indonesia. Pada masa 

awal kemerdekaan, keberadaan lembaga perwakilan masih bersifat transisional, dengan fungsi yang 

belum sepenuhnya terdefinisi secara konstitusional.(Huda, 2012) Seiring berjalannya waktu, khususnya 

pada era Orde Baru, DPR kerap dikarakteristikkan oleh para sarjana ketatanegaraan sebagai lembaga 

yang mengalami subordinasi fungsional terhadap eksekutif, di mana proses legislasi dan pengawasan 

lebih banyak bersifat formalistik ketimbang substantif.(Mahfud, 2010) Kondisi ini berubah secara 

fundamental pasca gerakan reformasi tahun 1998, yang melahirkan empat kali amandemen UUD 1945 

(1999–2002). Perubahan konstitusional tersebut tidak hanya menggeser paradigma dari supremasi MPR 

menjadi sistem checks and balances yang lebih seimbang, tetapi juga memperkuat otonomi, 

independensi, dan kewenangan DPR sebagai lembaga perwakilan yang berdiri sendiri.(Asshiddiqie, 

2020)  

Amandemen ketiga dan keempat UUD 1945 secara eksplisit mengatur pemilihan langsung 

anggota DPR, memperjelas fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan, serta menegaskan bahwa 

Presiden tidak lagi memiliki kewenangan membentuk undang-undang tanpa persetujuan 

DPR.(Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28B Ayat (2) Dan Pasal 28H 

Ayat (1), 1945) Transformasi ini menandai peralihan dari sistem ketatanegaraan yang cenderung 

eksekutif-sentris menuju sistem yang lebih deliberatif, partisipatif, dan berorientasi pada akuntabilitas 

publik.(Puspita & Hidayat, 2022) Dalam perspektif teori politik dan hukum tata negara, urgensi DPR 

RI sebagai badan legislatif tidak dapat dilepaskan dari konsep demokrasi perwakilan (representative 

democracy) dan prinsip pemisahan kekuasaan (separation of powers). Hanna Fenichel Pitkin 

menegaskan bahwa representasi politik bukan sekadar mekanisme elektoral, melainkan proses di mana 
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wakil rakyat bertindak atas nama konstituen dengan mempertanggungjawabkan setiap keputusan 

kebijakan kepada publik.(Pitkin, 1967) Dalam sistem presidensial Indonesia, DPR berfungsi sebagai 

countervailing institution yang mencegah konsentrasi kekuasaan eksekutif melalui mekanisme checks 

and balances.(Lijphart, 1999) Arend Lijphart menambahkan bahwa kualitas demokrasi suatu negara 

sangat ditentukan oleh kapasitas lembaga legislatifnya dalam menjalankan fungsi agregasi 

kepentingan, deliberasi kebijakan, dan pengawasan eksekutif secara berkelanjutan. Tanpa lembaga 

legislatif yang independen dan kompeten, risiko terjadinya kebijakan yang elitis, tidak inklusif, dan 

rentan terhadap penyalahgunaan kewenangan akan meningkat secara signifikan.(Indrati, 2007) Oleh 

karena itu, keberadaan DPR RI bukan hanya sebagai instrumen prosedural demokrasi, melainkan 

sebagai pilar substantif yang menjamin bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara tetap berada dalam 

koridor konstitusi, hukum, dan keadilan sosial.(Asshiddiqie, 2011) 

Namun, dalam dua dekade terakhir, efektivitas dan legitimasi DPR RI menghadapi tantangan 

struktural dan kultural yang semakin kompleks. Berbagai survei lembaga riset nasional secara 

konsisten menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan publik terhadap DPR berada di bawah rata-rata 

lembaga negara lainnya, dengan indeks yang kerap berfluktuasi antara 30–40 persen.(Indonesia, 2024) 

Fenomena ini tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan merupakan akumulasi dari berbagai 

permasalahan kelembagaan, seperti politisasi proses legislasi, minimnya partisipasi publik yang 

bermakna, dominasi kepentingan partai politik dalam pembentukan fraksi, serta maraknya 

pelanggaran etik dan korupsi di kalangan legislator.(Korupsi, 2023) Selain itu, kualitas produk undang-

undang yang dihasilkan sering dikritik oleh akademisi dan praktisi hukum karena minimnya naskah 

akademik yang partisipatif, lemahnya harmonisasi regulasi, serta tingginya tingkat permohonan uji 

materi di Mahkamah Konstitusi.(HAM, 2022) Dinamika sistem pemilu proporsional terbuka juga 

cenderung memperkuat logika personal dan finansial ketimbang platform kebijakan, yang pada 

akhirnya memperlemah representasi substantif terhadap kelompok marginal seperti perempuan, 

pemuda, masyarakat adat, dan penyandang disabilitas. Di sisi lain, kompleksitas tantangan 

kontemporer mulai dari transformasi digital, ketimpangan ekonomi struktural, perubahan iklim, 

keamanan siber, hingga dinamasi geopolitik global menuntut kelembagaan legislatif yang responsif, 

berbasis bukti (evidence-based), dan kolaboratif dengan pakar serta masyarakat sipil. 

Kesenjangan antara mandat konstitusional dan realitas empiris inilah yang mendasari urgensi 

kajian terhadap peran DPR RI dalam konteks berkehidupan berbangsa dan bernegara. Meskipun 

terdapat banyak literatur yang membahas fungsi legislatif, anggaran, atau pengawasan secara terpisah, 

masih relatif terbatas kajian yang secara komprehensif mengintegrasikan dimensi konstitusional, 

historis, teoretis, dan kontemporer dalam satu kerangka analisis yang koheren. Sebagian besar 
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penelitian masih berfokus pada aspek prosedural atau kasus spesifik, tanpa menyentuh akar 

permasalahan kelembagaan yang bersifat sistemik. Selain itu, diskursus akademik sering kali 

mengabaikan dimensi kultural dan etika politik yang justru menjadi penentu utama legitimasi lembaga 

perwakilan dalam jangka panjang. Oleh karena itu, artikel ini hadir untuk mengisi kesenjangan tersebut 

dengan menganalisis secara kritis urgensi DPR RI sebagai badan legislatif, bukan hanya dari perspektif 

normatif-hukum, tetapi juga dari sudut pandang tata kelola pemerintahan, representasi politik, dan 

dinamika demokrasi kontemporer. 

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab tiga pertanyaan pokok: pertama, bagaimana kedudukan 

konstitusional dan evolusi historis DPR RI memengaruhi peran strategisnya dalam sistem 

ketatanegaraan Indonesia? Kedua, bagaimana fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan 

berkontribusi terhadap terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis, hukum, dan 

berkeadilan? Ketiga, apa saja tantangan struktural dan kultural yang dihadapi DPR RI, serta bagaimana 

agenda reformasi kelembagaan dapat memperkuat urgensi dan legitimasinya di masa depan? Untuk 

mencapai tujuan tersebut, artikel ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang 

mengandalkan analisis dokumen konstitusi, peraturan perundang-undangan, putusan Mahkamah 

Konstitusi, laporan lembaga pengawas negara, serta literatur akademik multidisiplin dari bidang 

hukum tata negara, ilmu politik, dan administrasi publik. Pendekatan ini dipilih karena mampu 

mengungkap kesenjangan antara das sollen (yang seharusnya) dan das sein (yang nyatanya), sekaligus 

memberikan rekomendasi kebijakan yang berbasis pada kerangka hukum yang valid dan empiris yang 

teruji. 

Secara sistematika, artikel ini disusun dalam delapan bagian utama. Setelah pendahuluan ini, 

bagian kedua akan membahas landasan teoretis mengenai representasi politik, demokrasi 

konstitusional, dan prinsip pemisahan kekuasaan. Bagian ketiga akan menelusuri evolusi historis dan 

transformasi kelembagaan DPR RI pasca reformasi. Bagian keempat akan menguraikan fungsi strategis 

legislatif, anggaran, dan pengawasan dalam kerangka tata kelola negara. Bagian kelima akan 

menganalisis urgensi DPR sebagai penjaga keseimbangan kekuasaan dan akuntabilitas publik. Bagian 

keenam akan mengidentifikasi tantangan kontemporer yang dihadapi lembaga legislatif. Bagian 

ketujuh akan merumuskan agenda reformasi kelembagaan berbasis transparansi, partisipasi, dan 

penguatan kapasitas. Terakhir, bagian kedelapan akan menyajikan kesimpulan dan rekomendasi 

kebijakan. Melalui struktur ini, diharapkan artikel ini tidak hanya berkontribusi pada pengembangan 

ilmu hukum tata negara dan studi demokrasi, tetapi juga memberikan panduan praktis bagi pemangku 

kepentingan dalam memperkuat peran DPR RI sebagai pilar fundamental kehidupan berbangsa dan 

bernegara yang konstitusional, inklusif, dan berdaulat. 
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2. METODE 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif (doctrinal legal research) yang 

berfokus pada analisis terhadap norma-norma hukum, prinsip-prinsip ketatanegaraan, dan dokumen 

konstitusional yang mengatur kedudukan, fungsi, dan kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat 

Republik Indonesia (DPR RI) sebagai badan legislatif. Pendekatan normatif dipilih karena objek kajian 

utama adalah urgensi kelembagaan DPR dalam kerangka kehidupan berbangsa dan bernegara, yang 

secara intrinsik bersandar pada teks konstitusi, peraturan perundang-undangan, serta doktrin hukum 

tata negara yang telah mapan.(Maris, 2015) Melalui pendekatan ini, penelitian tidak hanya 

mendeskripsikan ketentuan hukum yang berlaku (law in books), tetapi juga menguji relevansi, 

konsistensi, dan implementasi norma tersebut dalam dinamika ketatanegaraan kontemporer (Law in 

action).(Soekanto & Mamudji, 2020) 

Dalam kerangka pendekatan penelitian, artikel ini mengintegrasikan tiga pendekatan utama: 

pendekatan konstitusional (constitutional approach), pendekatan sistemik (systemic approach), dan 

pendekatan historis-kritis (historical-critical approach). Pendekatan konstitusional digunakan untuk 

menelusuri dasar hukum dan mandat UUD 1945 pasca-amandemen yang menempatkan DPR sebagai 

lembaga perwakilan yang dipilih langsung oleh rakyat dan memiliki kewenangan legislatif, anggaran, 

dan pengawasan.(Asshiddiqie, 2020) Pendekatan sistemik diterapkan untuk menganalisis interaksi 

fungsional antara DPR dengan lembaga negara lainnya, khususnya Presiden dan Mahkamah 

Konstitusi, dalam kerangka checks and balances serta prinsip pemisahan kekuasaan.(Muhammad, 

2021) Sementara itu, pendekatan historis-kritis digunakan untuk melacak evolusi peran DPR dari masa 

awal kemerdekaan, Orde Baru, hingga era Reformasi, guna memahami bagaimana transformasi 

konstitusional memengaruhi urgensi dan legitimasi kelembagaan legislatif dalam kehidupan 

bernegara.(Huda, 2015) 

Sumber data penelitian dibagi menjadi data primer dan data sekunder. Data primer mencakup 

teks resmi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (khususnya Pasal 19–22B), 

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD sebagaimana telah 

diubah, serta peraturan internal DPR seperti Tata Tertib DPR dan Kode Etik Anggota DPR.(Pasal 19 

Ayat (1) Dan Pasal 20 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 1945) 

Selain itu, dokumen primer meliputi putusan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan uji materi 

undang-undang, laporan hasil pengawasan DPR, serta risalah sidang paripurna dan rapat panitia kerja 
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yang dapat diakses secara publik. Data sekunder diperoleh dari buku teks hukum tata negara, jurnal 

ilmiah terakreditasi, laporan lembaga riset independen, serta artikel akademik yang membahas 

demokrasi perwakilan, tata kelola legislatif, dan akuntabilitas publik.(UN Committee on Economic, 

2000) Penggunaan kedua jenis data ini memastikan analisis yang komprehensif, tidak hanya bersifat 

normatif doktrinal, tetapi juga diperkaya oleh konteks empiris dan perkembangan mutakhir studi 

ketatanegaraan.(Ibrahim, 2006) 

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dan 

dokumentasi hukum (legal documentation). Studi kepustakaan difokuskan pada pengumpulan, 

seleksi, dan kategorisasi literatur yang relevan dengan tema urgensi DPR sebagai badan legislatif. 

Proses ini melibatkan penelusuran sistematis melalui database akademik (SINTA, Google Scholar, 

HeinOnline, dan SSRN), katalog perpustakaan nasional, serta repositori resmi lembaga negara. 

Dokumentasi hukum dilakukan dengan mengkompilasi teks konstitusi, undang-undang, peraturan 

pemerintah, dan putusan pengadilan konstitusi yang menjadi rujukan utama dalam analisis. Seluruh 

dokumen dikumpulkan, diverifikasi keabsahannya, dan diklasifikasikan berdasarkan tema: (1) dasar 

konstitusional, (2) fungsi legislatif, (3) mekanisme pengawasan, (4) tantangan kontemporer, dan (5) 

agenda reformasi. Klasifikasi ini memudahkan proses sintesis dan analisis data secara terstruktur. 

Teknik analisis data menggunakan metode analisis kualitatif dengan model analisis isi (content 

analysis) dan interpretasi hukum (legal interpretation). Analisis isi diterapkan untuk mengidentifikasi 

pola, kesenjangan, dan konsistensi antara mandat konstitusional DPR dengan praktik kelembagaan 

yang terjadi di lapangan.(Moleong, 2021) Interpretasi hukum dilakukan melalui tiga metode utama: 

interpretasi gramatikal (bermakna teks), historis (bermakna sejarah pembentukan norma), dan 

teleologis atau sosiologis (bermakna tujuan dan dampak sosial).¹³ Ketiga metode ini saling melengkapi 

dalam menjawab pertanyaan penelitian mengenai urgensi DPR, fungsi strategisnya, serta tantangan 

yang menguji legitimasinya. Data yang telah dikumpulkan kemudian diolah secara sistematis melalui 

tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, sesuai dengan model analisis interaktif 

Miles dan Huberman yang diadaptasi untuk penelitian hukum. Proses ini memastikan bahwa temuan 

penelitian tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga analitis-kritis dan mampu menghasilkan 

rekomendasi kebijakan yang relevan. 

Untuk menjamin keabsahan data (trustworthiness), penelitian ini menerapkan triangulasi sumber 

dan triangulasi teori. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi dari dokumen 

resmi negara, laporan lembaga independen, dan literatur akademik guna meminimalkan bias dan 

memastikan validitas temuan. Triangulasi teori digunakan untuk menguji konsistensi analisis melalui 
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perspektif hukum tata negara, ilmu politik, dan studi kebijakan publik, sehingga interpretasi yang 

dihasilkan tidak reduktif atau parsial.(Lijphart, 1999) Selain itu, prosedur audit trail diterapkan dengan 

mencatat seluruh proses pengumpulan, klasifikasi, dan analisis data secara transparan, memungkinkan 

replikasi atau verifikasi oleh peneliti lain. Keabsahan ini penting mengingat objek kajian menyangkut 

lembaga publik yang sarat dengan dinamika politik dan kepentingan strategis nasional. 

Pemilihan metode penelitian ini didasarkan pada pertimbangan epistemologis dan praktis. Secara 

epistemologis, penelitian hukum normatif sesuai dengan sifat pertanyaan penelitian yang berpusat 

pada urgensi konstitusional, legitimasi kelembagaan, dan relevansi fungsi legislatif dalam kerangka 

negara hukum dan demokrasi. Secara praktis, metode ini memungkinkan peneliti mengakses data yang 

tersedia secara publik, terstruktur, dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik, tanpa 

ketergantungan pada survei lapangan atau wawancara yang memerlukan izin khusus dan rentan 

terhadap bias subjektivitas responden. Dengan demikian, metodologi yang digunakan tidak hanya 

memenuhi standar keilmuan hukum tata negara, tetapi juga secara operasional mampu menghasilkan 

analisis yang mendalam, kritis, dan berkontribusi pada diskursus penguatan kelembagaan legislatif di 

Indonesia. 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berdasarkan analisis terhadap kerangka normatif dan dinamika ketatanegaraan, kedudukan DPR 

RI sebagai badan legislatif telah mengalami transformasi fundamental pasca amandemen UUD 1945, 

dari lembaga yang sebelumnya bersifat subordinat terhadap eksekutif menjadi institusi perwakilan 

yang berdiri mandiri dan dipilih langsung oleh rakyat. Perubahan konstitusional ini memperkuat 

prinsip kedaulatan rakyat dan menciptakan fondasi struktural bagi DPR untuk menjalankan otonomi 

fungsional secara lebih independen. Namun, kematangan institusional belum sepenuhnya sejalan 

dengan mandat konstitusional, karena pola rekrutmen legislator, fragmentasi fraksi, dan dominasi 

kepentingan partai politik masih memengaruhi cara DPR mengartikulasikan peran representasinya. 

Akibatnya, meskipun kedudukan hukum DPR telah kuat secara normatif, legitimasi sosial lembaga ini 

tetap rentan terhadap fluktuasi kepercayaan publik yang dipicu oleh persepsi ketidakmampuan dalam 

menerjemahkan aspirasi konstituen menjadi kebijakan yang substantif dan berorientasi pada 

kepentingan nasional jangka panjang. 

Penelitian ini mengidentifikasi bahwa ketiga fungsi konstitusional DPR RI legislasi, anggaran, dan 

pengawasan telah berjalan secara prosedural namun belum terintegrasi secara optimal dalam siklus 

tata kelola kebijakan. Pada fungsi legislasi, kualitas produk hukum sering kali tidak sebanding dengan 

kuantitasnya, dengan banyak undang-undang yang disusun tanpa naskah akademik partisipatif dan 

minim kajian dampak regulasi, sehingga berimplikasi pada tingginya frekuensi judicial review di 
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Mahkamah Konstitusi. Fungsi anggaran masih dipengaruhi oleh bargaining politik antarfraksi 

daripada prioritas pembangunan yang terukur, sementara mekanisme pengawasan pelaksanaan APBN 

cenderung bersifat pasif dan administratif. Fungsi pengawasan melalui hak interpelasi dan angket juga 

lebih sering muncul sebagai respons terhadap isu viral daripada strategi sistematis, mengindikasikan 

bahwa ketiga fungsi DPR masih berjalan secara terpisah dan belum membentuk sinergi yang 

memperkuat akuntabilitas publik serta efektivitas kebijakan. 

Dari perspektif mekanisme saling mengawasi, terdapat kesenjangan antara desain konstitusional 

checks and balances dengan praktik politik yang berkembang di tingkat kelembagaan. Dinamika koalisi 

dan konfigurasi kekuasaan pasca pemilihan umum sering kali mengubah hubungan legislatif-eksekutif 

menjadi lebih akomodatif daripada kritis, terutama ketika fraksi mayoritas sejalan dengan pemerintah. 

Dalam situasi demikian, intensitas pengawasan cenderung menurun dan proses legislasi lebih 

didominasi oleh kepentingan koalisi. Sebaliknya, dalam kondisi oposisi struktural, pengawasan dapat 

berubah menjadi konfrontasi politik yang mengaburkan substansi kebijakan. Partisipasi masyarakat 

dalam proses legislasi juga masih bersifat konsultatif dan tidak mengikat, sehingga akuntabilitas DPR 

lebih diarahkan secara vertikal kepada pimpinan partai politik daripada secara horizontal kepada 

konstituen, yang melemahkan mekanisme pertanggungjawaban publik dan legitimasi keputusan 

legislatif. 

Tantangan yang dihadapi DPR RI tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga menyangkut dimensi 

struktural dan kultural yang saling berkaitan. Sistem pemilu proporsional terbuka telah menggeser 

kompetisi politik dari platform partai ke personalitas kandidat, mendorong legislator untuk lebih fokus 

pada mobilisasi suara berbasis jaringan personal daripada penguatan kapasitas legislasi. Secara 

kultural, budaya deliberasi yang sehat belum sepenuhnya mengakar, dengan proses pengambilan 

keputusan yang masih diwarnai pendekatan transaksional dan lemahnya penegakan kode etik secara 

konsisten. Kasus pelanggaran etik, absensi dalam sidang, serta konflik kepentingan yang tidak terkelola 

dengan baik semakin memperburuk persepsi publik, yang tercermin dari survei kepercayaan 

masyarakat yang secara konsisten menempatkan DPR di peringkat bawah dibandingkan lembaga 

negara lainnya, mengindikasikan adanya krisis legitimasi yang mendalam baik secara politis maupun 

kelembagaan. 

Secara keseluruhan, temuan penelitian menunjukkan bahwa urgensi DPR RI sebagai badan 

legislatif bersifat konstitutif dan tidak dapat digantikan, karena kinerja dan orientasi lembaga ini 

memiliki dampak langsung terhadap kualitas kehidupan berbangsa dan bernegara. Ketika fungsi 

legislasi, anggaran, dan pengawasan tidak berjalan optimal, negara menghadapi kerentanan hukum, 

ketidakpastian regulasi, dan alokasi sumber daya yang tidak tepat sasaran, yang pada akhirnya 

menghambat iklim investasi, memperlebar ketimpangan, dan melemahkan perlindungan hak warga 
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negara. Degradasi kualitas representasi dan penurunan kepercayaan publik berpotensi memicu 

apatisme politik dan menggerus fondasi negara hukum. Oleh karena itu, penguatan peran DPR 

memerlukan reformasi holistik yang mencakup penyempurnaan mekanisme rekrutmen legislator 

berbasis kompetensi, penguatan sistem legislasi partisipatif, transformasi fungsi pengawasan yang 

proaktif dan berbasis data, serta penegakan etika dan transparansi sebagai standar operasional baku. 

Keberhasilan DPR dalam menginternalisasi nilai-nilai demokrasi konstitusional dan tata kelola yang 

baik akan menentukan arah dan kualitas kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia yang 

berdaulat, adil, dan makmur sesuai cita-cita konstitusi. 

 

  

4. KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa 

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) memiliki urgensi yang tidak tergantikan 

sebagai badan legislatif dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Kedudukan konstitusional yang kuat 

pasca amandemen UUD 1945 telah mengukuhkan DPR sebagai pilar utama demokrasi perwakilan, 

penyeimbang kekuasaan eksekutif, dan wadah penyaluran aspirasi rakyat. Melalui fungsi legislasi, 

penganggaran, dan pengawasan, DPR RI tidak hanya berperan dalam membentuk kerangka hukum 

dan kebijakan publik, tetapi juga menjamin akuntabilitas pemerintahan, menjaga keseimbangan 

kekuasaan (checks and balances), serta menerjemahkan kedaulatan rakyat ke dalam praktik tata kelola 

negara yang demokratis, transparan, dan berkeadilan. 

Namun, realitas empiris menunjukkan bahwa mandat konstitusional tersebut belum sepenuhnya 

terwujud secara optimal. Tantangan struktural seperti sistem elektoral yang mengutamakan logika 

personal dan finansial, fragmentasi kerja antar-alat kelengkapan dewan, serta dominasi kepentingan 

politik praktis telah menghambat efektivitas legislasi dan kualitas representasi substantif. Di sisi lain, 

tantangan kultural berupa lemahnya budaya deliberasi, minimnya partisipasi publik yang mengikat 

secara prosedural, serta persoalan integritas dan akuntabilitas anggota legislatif turut memperparah 

krisis kepercayaan masyarakat. Kondisi ini mengindikasikan bahwa kekuatan normatif DPR belum 

sepenuhnya diimbangi dengan kematangan institusional dan etika politik yang memadai, sehingga 

legitimasi sosial lembaga ini tetap rentan terhadap dinamika politik kontemporer. 

Oleh karena itu, mempertahankan dan memperkuat urgensi DPR RI sebagai badan legislatif 

memerlukan komitmen reformasi kelembagaan yang menyeluruh dan berkelanjutan. Penguatan 

kapasitas legislasi berbasis bukti (evidence-based lawmaking), transparansi proses pengambilan 

keputusan, penegakan kode etik yang konsisten, serta optimalisasi mekanisme pengawasan yang 



Social Science Academic 

906  

proaktif dan terkoordinasi dengan lembaga pengawas eksternal menjadi prasyarat mutlak untuk 

mengembalikan kepercayaan publik dan meningkatkan kualitas produk kebijakan. Ke depan, DPR RI 

harus bertransformasi dari sekadar arena politik elektoral menjadi ruang deliberasi publik yang 

inklusif, profesional, dan berorientasi pada kepentingan nasional jangka panjang. Hanya dengan 

demikian, keberadaan DPR RI dapat benar-benar menjadi fondasi kokoh dalam kehidupan berbangsa 

dan bernegara yang demokratis, konstitusional, dan berkeadilan sosial sesuai cita-cita Pembukaan dan 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 
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